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Abstrak

Dalam pandangan Hukum Islam upaya perlindungan terkait hukum yang mampu diberi
pada pelaku yaitu usaha terkait dengan perilaku itikad tidak baik yang dilakukan oleh
pihak pembeli, salah satunya adalah dapat diselesaikan secara musyawarah, sehingga
hubungan antara para pihak tentu bisa dijalani dengan baik dibandingkan kasus di atasi
di pengadilan. Dalam Hukum Positif bentuk perlindungan terkait hukum atas dari
pelaku usaha onlineshop yang menderita kerugian akibat maksud jahat dari pelanggan
didasari pada UUPK yang juga melindungi hak-hak pelaku usaha agar terciptanya
proses perdagangan yang sehat. Adapun persamaan hukum Islam dan hukum positif
terkait praktik jualbeli online lewat metode pembayaran yaitu kredit yang terjadi di Vivi
Shop dengan media elektronik whatsapps masalah tersebut diselesaikan dengan
perdamaian antara kedua belah pihak. Hal itu pun sejalan dengan teori yang digunakan
oleh peneliti dalam menganalisis kasus tersebut dengan teori Ishlah. Seperti yang
diketahui Ishldh adalah perjanjiann guna menyudahi perselisihan/persengketaan
diantara dua belah pihak bersengketa secara damai.Tetapi pihak pembeli bahwasannya
tetap memiliki kewajiban membayar tunggakan pembayaran cicilan barang yang
menjadi tanggungannya tersebut. Sedangkan perbedaan dalam hukum Islam dan hukum
positif terkait praktik jual beli online dengan sistem pembayaran secara kredit adalah
jika dalam hukum Islam penyelesaian masalahnya bisa diselesaikan antara pihak pelaku
bisnis dan pembeli saja, sedangkan dalam hukum positif apabila permasalahan tersebut
jika tidak terdapat titik terang di antara kedua belah pihak maka pihak pelaku usaha
dapat melakukan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sesuai dengan
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 untuk meminta keadilan dan tanggung
jawab atas kerugian yang dialami oleh pelaku bisnis atas tindakan yang dilakukan oleh
para konsumen.
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Abstract
In the view of Islamic law, legal protection efforts that can be given to business actors
related to bad faith behavior carried out by the buyer, one of which can be resolved by
consultation, so that the relationship between the parties can certainly be lived well
compared to cases handled in court. In positive law, the form of protection related to the
law of online shop business actors who suffer losses due to the malicious intent of
customers is based on the GCPL law, which also protects the rights of business actors to
create a healthy trade process. As for the equations of Islamic law and positive law
related to online buying and selling practices through payment methods, namely credit
that occurs at Vivi Shop with Whatsapps electronic media, the problem is resolved by
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peace between the two parties. This is also consistent with the theory used by
researchers in analyzing the case with the theory of Ishldh. As we know, Ishl&h is an
agreement to settle a dispute between two parties to a dispute peacefully, but the buyer
still has the obligation to pay the arrears of installments for the goods for which he is
responsible. While the difference in Islamic law and positive law related to the practice
of buying and selling online with a credit payment system is when in Islamic law the
problem can be resolved only between the business actors and buyers, while in positive
law when the problem if there is no bright spot between the two parties, the business
actors can file complaints to the Consumer Dispute Resolution Agency in accordance
with Article 6 of Law Number 8 of 1999 to demand justice and responsibility for the
losses suffered by business actors for actions taken by consumers.

Keywords: Legal protection, business actors, credit online buying and selling

A. Pendahuluan

Proses tumbuh perekonomian sudahlah memberi dorongan kemajuan kedalam
industri serta proses dagang, baik secara nasional dan sampai internasional.
Kegiatannya tertandai bersama yaitu semakin beragamnya produk sampai dengan
jasa yang ada guna melakukan pemenuhan kebutuhan dari pada para manusia yaitu
kondisinya kini terus meningkat. Kebutuhan dari pada kehidupan yaitu manusia
dibagilah kedalam tiga macam kriteria: primer, sekunder, serta tersier. Salah satu
cara untuk memenuhinya adalah melalui transaksi jual beli, yang menjadi sarana
utama bagi masyarakat untuk mendapatkan barang yang diperlukan. Jual beli,
menurut hukum syariah, adalah pertukaran barang yang dilakukan atas dasar
kesepakatan (Azhar, 2004). Al-Qur'an, didalam vyaitu Surah An-Nisa ayat 29,
melarang praktik tidak adil dalam transaksi ekonomi, seperti riba atau judi, dan
menekankan pentingnya kerelaan dalam setiap kesepakatan (Dimyauddin, 2008).
Perjanjian daripada jualbeli diaturlah didalam perkitabpan UU dari Hukum vyaitu
Perdata, khususnya Pasal nomor 1457, yang memberi penjelasan bahwasanya terkait
jualbeli itu kesepakatan dimana satu pihak diantara dua pihak melakukan
penyerahan barang serta pihak yang lainnya melakukan pembayaran harga dari yang
sudah dilakukan kesepakatan.

Contoh lain dari bentuk jualbeli yang punya perkembangan pesat saat dimasa
Kini sepertoi berjualbeli secara online. Transaksi ini menawarkan keuntungan bagi
konsumen dengan variasi barang dan jasa yang lebih luas, karena dapat diakses oleh
pelaku usaha dari seluruh dunia. Jual beli online terjadi melalui media elektronik,

memungkinkan penjual dan pembeli untuk bertransaksi tanpa harus bertemu secara
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langsung. Pembayaran dapat dilakukan secara kredit, dengan berbagai jangka waktu
sesuai kesepakatan.

Namun, praktik jual beli kredit sering kali diwarnai pelanggaran, di mana
konsumen gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Fenomena ini terlihat di Vivi
Shop, yang menggunakan WhatsApp untuk bertransaksi. Meskipun ada kesepakatan
untuk pembayaran cicilan, banyak konsumen yang mulai mengalami kesulitan
setelah beberapa bulan.

Penelitian ini berfokus pada fenomena tersebut, dengan judul tesis:
“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Online Dengan
Metode Pembayaran Kredit dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum
Positif (Studi di Vivi Shop Media Elektronik Whatsapp).”

B. Metode Penelitian

Metode dari penelitian merujuk kependekatan bilamana digunakan dalam
menjalankan sebuah penelitian. Seringkali, istilah ini kerap tertukar dengan prosedur
penelitian atau teknik penelitian, karena ketiganya berkaitan erat dan sulit
dipisahkan secara jelas. Metode penelitian mencakup bagaimana penelitian
dilakukan secara keseluruhan. Sementara itu, prosedur penelitian menjelaskan
langkah-langkah sistematis yang ditempuh selama proses penelitian berlangsung,
dan teknik penelitian berfokus pada alat atau instrumen yang tergunakan dalam
proses pengumpulan serta menganalisis dari data. Secara demikian, metode
penelitian sebenarnya mencakup baik prosedur maupun teknik penelitian yang

digunakan.
Penelitian kali ini tergolong dalam jenis dari penelitian secara lapangan
(field research), maksudnya penelitiannya diterapkan secara langsung dilokasi
ataupun kepada individu yang jadi subjek dari penelitian. Terkait ini,
penelitiannya diterapkan di tempat atau kepada responden, yang meliputi pihak-
pihak yang mana berperan dalam hukum jualbeli material bekas dari harta benda
wakaf. Alasannya adalah bahwa peneliti memanfaatkan lingkungan alami untuk
sumber utama datanya. Kejadian disuatu konteks sosial menjadi fokus utama
dipenelitian kualitatif. Penelitinya terjun secara langsung ke lapangan guna
memahami, mengeksplorasi, serta mempelajari yaitu situasi secara mendalam.

Studi diperbuat saat interaksi berjalan ditempat yang relevan, di mana peneliti
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melakukan observasi, mencatat detail, mengajukan pertanyaan, dan menggali
informasi dari sumber-sumber yang berhubungan erat dengan kejadian tersebut.
Hasil pengamatan dan data yang diperoleh saat itu juga disusun dan dianalisis
segera setelahnya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jual Beli Online Dengan
Pembayaran Kredit Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di
Vivi Shop Media Elktronik Whatsapp

Seiring dengan perkembangan teknologi dan media, transaksi jual beli online
semakin berkembang pesat. Hal ini menciptakan ruang yang tidak terbatas bagi
kegiatan perdagangan, sehingga jangkauan perdagangan menjadi semakin luas.
Namun, perluasan ini juga membawa tantangan dalam hal penegakan hukum dan
perlindungan hukum. Meskipun demikian, pada dasarnya, transaksi jual beli bersifat
perdata dan diatur dalam Buku Il Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang
perikatan. Perikatan sendiri adalah hubungan yang sah antara dua subjek hukum
yang sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Dalam transaksi jual
beli, kedua belah pihak yang terlibat adalah penjual dan pembeli. Biasanya, penjual
mempromosikan atau mengiklankan produknya melalui situs atau platform online,
baik melalui website komersial maupun miliknya sendiri. Jika konsumen tertarik,
mereka dapat langsung menghubungi penjual.

Dalam jual beli online atau yang dikenal sebagai e-commerce, terdapat
beberapa elemen yang saling berhubungan. Yang pertama adalah subjek hukum,
yaitu pelaku usaha dan konsumen. Kedua subjek hukum ini melakukan transaksi
menggunakan teknologi informasi yang didukung oleh layanan internet. Transaksi
tersebut kemudian menghasilkan perjanjian jual beli yang berbasis pada bukti
elektronik. Bukti elektronik, dalam bentuk dokumen digital, sangat penting untuk
mencegah penyalahgunaan dan kejahatan dalam perdagangan elektronik. Seiring
dengan semakin canggihnya teknologi komunikasi, barang dan jasa kini dapat
diperdagangkan lintas batas wilayah. Oleh karena itu, perlindungan konsumen
menjadi hal yang sangat penting dan harus mendapatkan perhatian lebih dalam

transaksi online ini.
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Berbicara perlindungan hukum d idalam bisnis eletronik yakni dilandaskan
dalam kesepatakan yang sudah disebut absah ataupun terlahir ketika berlangsungnya
perjanjian bersama ataupun berlangsungnya kesepakatan diantara kedua pihak atas
pokok yang jadi kesepakatan. Kesepakatan yang jadi penjelasan disini ialah
kesepahaman dari kedua pihak antara pelaku usaha dan konsumen yang
berkemauan. Apabila di dalam bisnis elektronik kesepakatan tersebut berlangsung
maka pihak yang satu sudah menyepakati dari pihak yang lain. Pada persoalan
tersebut mengarah kepada isi Pasal 1320 KUHPerdata yang menerangkan
persyaratan absahnya sebuah kesepakatan, yakni terdapat kesepakatan; kecakapan;
sebuah pokok alasan tertentu; serta maksud yang halal.

Terkait dengan praktik jual beli kredit yang diterapkan di Vivi Shop, metode
ini melibatkan kesepakatan antara dua pihak, yakni penjual atau pemilik toko dan
pembeli atau konsumen. Dalam sistem ini, pembeli dapat memperoleh barang secara
kredit tanpa harus membayar uang muka (DP), yang mana telah menjadi kebiasaan
dalam transaksi tersebut. Tujuan utama penjual tidak hanya untuk meraih
keuntungan semata, tetapi juga untuk memberikan kemudahan kepada konsumen
agar dapat memperoleh barang yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara
yang lebih ringan. Dengan adanya metode ini, diharapkan masyarakat dapat lebih
mudah mengakses barang-barang tanpa harus terbebani oleh pembayaran penuh di
muka.

Namun, kenyataannya, tidak sedikit konsumen yang menyalahgunakan
kebijakan baik ini. Mereka melakukan tindakan wanprestasi atau gagal memenuhi
kewajiban yang telah disepakati, yaitu tidak melunasi cicilan tepat waktu atau
bahkan tidak membayar sama sekali. Perilaku ini sangat merugikan pihak penjual,
karena penjual telah menyediakan fasilitas pembayaran yang lebih fleksibel, tetapi
tidak mendapatkan balasan yang sesuai dari konsumen. Dalam hal ini, penjual tidak
hanya kehilangan potensi keuntungan, tetapi juga berisiko mengalami kerugian
finansial yang lebih besar karena sulit untuk menagih pembayaran yang seharusnya
sudah diselesaikan. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi penjual yang ingin tetap
memberikan kemudahan kepada konsumen, namun di sisi lain juga harus

menghadapi risiko wanprestasi yang cukup tinggi.
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Terlepas dari tindakan yang dilaksanakan oleh pelanggan yang beritikad tidak
baik terhadap toko online shop Vivi merupakan suatu tindakan yang tidak bisa
dibetulkan untuk melaksanakan sebuah bisnis perdagangan. Semua orang yang
melaksanakan perbuatan yang merugikan pada orang lainnya harus memperoleh
hukuman supaya merasakan dampak supaya tidak melaksanakan perbuatan sama
lagi. Adapun tindakan yang bisa dipakai oleh pelaku usaha guna memperoleh
haknya lagi bisa dimulai dengan metode mediasi antar kedua belah pihak. Tetapi,
jika pelanggan tidak memperdulikan ataupun apalagi tidak bisa ditemui guna
menanggulangi persoalan yang terjadi dengan mediasi dengan terdapat unsur tidak
bermaksud baik, jadi pelanggan bisa dituntut dengan secara perdata serta/ataupun
dilaporkan ke pihak kepolisian guna bisa diproses dengan hukum.

Banyak dari para konsumen yang tanpa sadar mencederai itikad baik terhadap
pelaku usaha dengan perbuatan yang dilakukan, seperti konsumen yang bermaksud
tidak baik sehingga memunculkan kerugian secara materil pada pelaku usaha. Hal
hal tersebut melukai prinsip-prinsip dalam berkontrak yakni terdapat prinsip iktikad
bisa sebagaimana yang dimuat dalam buku ke-l11l KUHPerdata Pasal 1338 yang
menjelaskan sebuah kesepakatan perlu diselenggarakan dengan maksud baik.
Namun jika suatu pihak bermaksud jahat dengan mengikari kewajibannya seperti
sudah diperjanjikan sebelum itu, jadi persoalan tersebut bisa disebut menjadi ingkar
janji serta bisa merugikan pihak yang lain.

Adapun mengenai permasalahan yang dialami toko online shop Vivi,
pelanggan tidak melakukan tanggungjawabnya supaya bermaksud baik, jadi pelaku
usaha punya hak mendapat penaungan hukum. Atas kesejangan hukum yang
dilakukan oleh konsumen, sesungguhnya di dalam UUPK tidak ditemukan ketetapan
yang memuat dengan tertentu seperti hukumannya, bisa itu hukuman administratif
ataupun hukuman pidana, tetapi pembeli dimintakan pertanggungjawaban agar
melunasi beberapa uang sesuai dengan kerugian yang dirasakan pelaku usaha,
pembatalan kesepakatan, penggantian resiko, dan menanggung beban kasus apabila
ujungnya kasus perlu menjalani jalan pengadilan.

Dalam pandangan Hukum Islam upaya perlindungan hukum yang dapat
diberikan kepada pelaku usaha terkait dengan perilaku itikad tidak baik yang
dilakukan oleh pihak kosnumen (pembeli), salah satunya adalah dapat diselesaikan
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secara musyawarah, sehingga hubungan antara para pihak tentu bisa dijalani dengan
baik dibandingkan kasus di atasi di pengadilan. Disamping itu pula tidak
menyebabkan munculnya rasa dendam antara para pihak, dengan biaya yang tidak
mahal, serta penanggulangannya tidak lama. Perihal penanggulangan di luar
pengadilan, dapat dijalani oleh kedua pihak bisa dengan mendatangkan mediator
ataupun dilaksanakan sendiri dengan damai, kekeluargaan serta setuju. Namun
melihat transaksi elektronik melintas batas wilayah para subjek hukum yang
merubah transaksi konvesional kearah yang lebih modern dapat diselesaikan dengan
proses litigasi maupun non litigasi. Hal ini penting mengingat apapun cara yang
ditentukan haruslah memenuhi syarat prinsip cepat, efesien dan memiliki kepastian
hukum.

Menurut data dari hasil penelitian, pelaku usaha online shop Vivi telah
melakukan berbagai upaya penyelesaian masalah dari kerugian yang dialami.
Terkait dalam hal ini, owner Vivi Shop telah menghubungi konsumen via whatsapp
untuk melaksanakan tanggung jawab dan itikad baik.

Dalam Hukum Positif bentuk perlindungan hukum atas pelaku usaha online
shop yang menderita kerugian akibat maksud jahat dari pelanggan didasari pada
UUPK yang juga melindungi hak-hak pelaku usaha agar terciptanya proses
perdagangan yang sehat. Sebagaimana diatur dalam ketentuan huruf a Pasal 6
UUPK, pelaku usaha punya hak agar memperoleh pembayaran atas barang ataupun
jasa yang diperjualbelikan seperti sudah disetujui kedua pihak, pelaku usaha pula
punya hak untuk memperoleh penaungan hukum dari perbuatan pembeli yang
bermaksud jahat.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, praktik jual beli online
dengan sistem pembayaran kredit yang diterapkan di Toko Vivi, yang terletak di
Desa Umbul Jambu, Kelurahan Sukujawa, Kota Bandar Lampung, belum
sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Salah satu hal yang menjadi
perhatian adalah adanya kekurangan dalam pemenuhan rukun dan syarat sah jual
beli, khususnya dari segi sighat, yaitu proses ijab kabul antara penjual dan pembeli
yang tidak dilaksanakan secara jelas dan sah sesuai kaidah Islam.

Selain itu, perjanjian dalam transaksi kredit tersebut juga memerlukan adanya

kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Hal
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ini meliputi keterbukaan terkait semua hal yang berkaitan dengan proses jual beli,
termasuk rincian tentang harga, syarat pembayaran, serta ketentuan cicilan.
Keterbukaan ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa
dirugikan atau dikhianati di masa mendatang. Dalam Islam, prinsip jual beli kredit
sebenarnya diperbolehkan, selama tidak ada unsur yang merugikan salah satu pihak.
Namun, Islam juga dengan tegas melarang bentuk transaksi muamalah yang
menimbulkan ketidakadilan, kerugian, atau ketidakpastian bagi salah satu pihak yang
terlibat.

Oleh karena itu, penting bagi penjual dan pembeli di Toko Vivi untuk
memperbaiki mekanisme transaksi ini agar lebih transparan dan sesuai dengan
kaidah syariah, sehingga kedua belah pihak dapat menjalankan transaksi dengan adil,
serta terhindar dari hal-hal yang merugikan di kemudian hari. Tujuan utama dari
muamalah dalam Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan, di mana
tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan dalam setiap transaksi yang dilakukan.

2. Persamaan dan Perbedaan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha
Jual Beli Online Dengan Pembayaran Kredit Dalam Perspektif Hukum
Islam Dan Hukum Positif di Vivi Shop Media Elktronik Whatsapp

Transaksi jual beli saat ini semakin berkembang dengan adanya teknologi,

memungkinkan perdagangan dilakukan tanpa batasan ruang dan waktu. E-
commerce, atau perdagangan elektronik, menjadi bentuk modern dari jual beli
konvensional, yang dulunya memerlukan pertemuan langsung antara penjual dan
pembeli. Dalam e-commerce, transaksi dilakukan secara elektronik dan melibatkan
pelaku usaha serta konsumen sebagai subjek hukum. Komunikasi dalam proses jual
beli ini dilakukan melalui platform digital, seperti WhatsApp, yang digunakan oleh
Vivi Shop untuk menawarkan barang-barangnya.

Praktik jual beli kredit yang dilakukan di Vivi Shop, Desa Umbul Jambu,
Kelurahan Sukujawa, Bandar Lampung, melibatkan pembayaran secara angsuran
sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Proses ini dimulai dengan
penjual memposting informasi produk di WhatsApp Business, diikuti dengan
pemesanan oleh pembeli. Setelah terjadi kesepakatan, pembeli diwajibkan
membayar cicilan pertama atau penuh sebagai tanda persetujuan, kemudian barang

dikirim ke alamat pembeli.
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Namun, salah satu masalah yang sering terjadi dalam transaksi kredit adalah
wanprestasi, yakni kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya. Di
Vivi Shop, peneliti menemukan bahwa pembeli sering kali tidak melunasi cicilan
sesuai perjanjian, meski penjual telah mencoba menghubungi tanpa mendapat
tanggapan. Situasi ini menyebabkan kerugian bagi penjual.

Dari sisi hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia
memiliki pandangan serupa terkait penyelesaian sengketa jual beli kredit. Dalam
Islam, penyelesaian dapat dilakukan secara damai melalui prinsip Ishldh, yang
menekankan penyelesaian perselisihan secara adil. Sementara itu, hukum positif
menawarkan solusi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sesuai Pasal 6
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, jika kesepakatan damai tidak tercapai.

D. Kesimpulan

1. Dalam pandangan Hukum Islam upaya perlindungan terkait hukum yang mampu
diberi pada pelaku yaitu usaha terkait dengan perilaku itikad tidak baik yang
dilakukan oleh pihak pembeli, salah satunya adalah dapat diselesaikan secara
musyawarah, sehingga hubungan antara para pihak tentu bisa dijalani dengan
baik dibandingkan kasus di atasi di pengadilan. Dalam Hukum Positif bentuk
perlindungan terkait hukum atas dari pelaku usaha onlineshop yang menderita
kerugian akibat maksud jahat dari pelanggan didasari pada UUPK yang juga
melindungi hak-hak pelaku usaha agar terciptanya proses perdagangan yang
sehat.

2. Adapun persamaan hukum Islam dan hukum positif terkait praktik jualbeli
online lewat metode pembayaran yaitu kredit yang terjadi di Vivi Shop dengan
media elektronik whatsapps masalah tersebut diselesaikan dengan perdamaian
antara kedua belah pihak. Hal itu pun sejalan dengan teori yang digunakan oleh
peneliti dalam menganalisis kasus tersebut dengan teori Ishl&h. Seperti yang
diketahui Ishlah adalah perjanjiann guna menyudahi perselisihan/persengketaan
diantara dua belah pihak bersengketa secara damai.Tetapi pihak pembeli
bahwasannya tetap memiliki kewajiban membayar tunggakan pembayaran
cicilan barang yang menjadi tanggungannya tersebut. Sedangkan perbedaan
dalam hukum Islam dan hukum positif terkait praktik jual beli online dengan

sistem pembayaran secara kredit adalah jika dalam hukum Islam penyelesaian
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masalahnya bisa diselesaikan antara pihak pelaku bisnis dan pembeli saja,
sedangkan dalam hukum positif apabila permasalahan tersebut jika tidak
terdapat titik terang di antara kedua belah pihak maka pihak pelaku usaha dapat
melakukan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sesuai
dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 untuk meminta keadilan
dan tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pelaku bisnis atas tindakan

yang dilakukan oleh para konsumen.
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